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KEPUTUSAN PIMPINAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PESISIR SELATAN 

NOMOR :  39 /DPRD-PS/2017 

 

T E N T A N G 

 

PERSETUJUAN PIMPINAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN 

ATAS TANGGAPAN DARI HASIL EVALUASI GUBERNUR SUMATERA BARAT  

TERHADAP 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN 

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

  TAHUN ANGGARAN 2017 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  

PESISIR SELATAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 

 

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Sumatera Barat 

Nomor 903/808/2017 tanggal  29 September 2017 dan surat Sekretaris 

Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 903/1648/Bina-B.Keuda-2017 

tanggal 29 September 2017, tentang Penyampaian Hasil Evaluasi 

Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan 

Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

  b. bahwa sesuai dengan maksud hasil evaluasi Gubernur Sumatera Barat 

sebagaimana dimaksud point (a) diatas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

bersama Bupati Pesisir Selatan telah melakukan penyempurnaan dan 

penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir 

Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan 

Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud point (a) dan (b) 

diatas perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 

Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis 

Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 

1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor  4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

 

 



  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor  

4400); 

  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4438); 

  6. Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679);  

  7. Undang-Undang Nomor  30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);  

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4028); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  

90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa 

kali  diubah terakhir  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Perubahan  Ketiga atas  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4712) ; 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4575); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor  58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4592); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Lampiran Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

nomor 4614 ) 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

 

 

  



  15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahim 2017 tentang hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD              ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, tambahan lembaran Negara 

republic Indonesia Nomor 6057 ) 

  18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden 

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 330);  

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 

tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);  

  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 754);  

  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Pengelolaan Investasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 754); 

  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 2036);  

  24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2017 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125 ); 

  25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor  9 Tahun 2008 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;  

 

 

 



  27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor  3 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir 

Selatan Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 

Tahun 2016 Nomor 3); 

  28. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor  9 Tahun 2016 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 

Tahun Anggaran 2017;  

  29. Keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 28/DPRD-PS/2014 

tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. 

Memperhatikan :  

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan  : PERSETUJUAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN ATAS TANGGAPAN 

DARI HASIL EVALUASI GUBERNUR SUMATERA BARAT 

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

PESISIR SELATAN TENTANG  PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2017 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESISIR 

SELATAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2017. 

 

Pasal 1 

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir 

Selatan Tahun Anggaran 2017 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah 

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 sesuai dengan tanggapan dari hasil 

evaluasi Gubernur Sumatera Barat sebagaimana terlampir. 

Pasal 2 

Menyerahkan tindaklanjut terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 1 Keputusan ini kepada Bupati Pesisir Selatan. 

Pasal 3 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di  : Painan 

Pada tanggal : 3 Oktober 2017 

 

 

 

Tembusan disampaikan Kepada Yth: 

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang 

2. Arsip 


